SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/997 /KPTS/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyatakan bahwa PPKD selaku BUD
mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Kepala
Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD;
b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kuasa BUD ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
Pejabat yang Diberi Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4435);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

9.

10.

11.

12,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023
Nomor 39);

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang Diberi

Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Gubernur ini.

Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

selaku Bendahara Umum Daerah.




KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 November 2023

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

HASSANUDIN

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada:
. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;

. Menteri Keuangan R.I di Jakarta;

. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I di Jakarta;

. Ketua DPRD Provsu di Medan;

Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara;

Kepala Perangkat Daerah Provsu;

Kepala KPPN Medan I dan KPPN se-Sumatera Utara;
Pimpinan PT Bank Sumut dan Semua Cabangnya;
Yang Bersangkutan.

L®NOD AW

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Wb,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002
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